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PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR   2  TAHUN  2003
TENTANG

LAMBANG DAN MOTTO DAERAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang

:   
a. 
bahwa dengan telah  terbentuknya Kota Bima sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemrintahan Daerah, maka keberadaannya sebagai suatu daerah yang bersifat otonom harus memiliki Lambang Daerah; 
b. bahwa mengingat pentingnya fungsi dann kegunaan suatu lambang Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan  dan Pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu  diatur dalam Peraturan Daerah.
Mengingat    
: 
1.
Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);


2. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3.
Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. 
Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38901);

5.
Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan  Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
PERATURAN  DAERAH KOTA BIMATAHUN  2003  TENTANG LAMBANG DAN MOTTO DAERAH KOTA BIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bima;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif; 

c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah  Dewan Perwakilan Daerah Kota Bima;

f. Lambang Daerah adalah Lambing Daerah Kota Bima.
. 

BAB  II

BENTUK, ISI DAN TULISAN LAMBANG DAERAH 
Pasal  2

(1) Bentuk Lambang Daerah adalah Perisai Segi Lima dengan garis tepi warna hitam, didalamnya berisi lukisan-lukisan;
(2) Isi Lambang Daerah sebagai berikut:

a. Sebuah Bintang bersudut Lima berwarna kuning emas;

b. Setangkai bulir padi berjumlah 45 butir berwarna kuning dan setangkai kapas berjumlah 17 (tujuh belas) buah berwarna hijau putih;

c. Sebuah kubah masjid berwarna putih;
d. Rantai dalam ikatan yang tidaK terputus berjumlah 8 (delapan) Buah berwarna hitam;

e. Gambar burung Garuda yang berpaling kedua sisi;

f. Persegi delapan (nggusu waru);

g. Garis pemabtas dan tulisan berwarna hitam;

h. Tulisan Kota Bima;

i. Sehelai pita putih bertuliskan Maja Labo Dahu berwarna hitam.

(3) Pada bagian bawah lambing daerah terdapat tulisan Maja Labo Dahu;

BAB III

ARTI SIMBOL DAN WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 

Arti simbol yang terdapat dalam Lambang Daerah :
a. Perisai : 

Bentuk dasar perisai berwarna hijau daun yang sederhana serta memiliki keseimbangan memberi kesan kemudahan pelayanan kepada masyarakat seta mencerminkan kemakmuran masyarakat Kota Bima;
b. Bintang :

Bersudut lima sebagai Lambang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

c. Kubah :

Melambangkan kehidupan masyarakat Daerah Kota Bima yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. Rantai :

Rantai adalah ikatan bersambung melambangkan keanekaragaman masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

e. Rangkaian Padi dan Kapas serta rantai dalam ikatan  yang tidak terputus: 






Melambangkan keadilan sosial, kesejahteraan, kedamaian serta persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan RI yang diproklamasikan tanggal 17-8-1945 yang tergambar dalam tujuh belas rantai yang saling terikat, delapan buah kapas dan 45 butir padi.
f.  Tulisan Kota Bima diatas Kubah:



Memberi makna bahwa Kota Bima telah memiliki Pemerintah Otonom.
g. Gambar Burung Garuda berpaling dua sisi:



Mencerminkan masyarakat Kota Bima yang mengandung Sistim Sosial Adat Bersendikan Sara-Sara Bersendi Kitabulla.

h. Persegi Delapan (nggusu Waru) mencerminkan sifat filosofis Kepemimpinan Dana Mbojo:

1. Iman ro Taqwa (Keimanan dan Ketaqwaan)

2. Ilmu ro Bae Ade (Ilmu Pengetahuan)

3. Loa ra Tingi (Keahlian dan ketrampilan)

4. Londo ro Dou (Asal-usul keturunan)

5. Mori ra Woko (Keadaan serta tata kehidupan)

6. Ruku ro rawi (Tingkah lakunya)
7. Nggahi ro Eli (Tutur Katanya)

8. Hidi ro Toho (fisik dan mentalnya)

Pasal 4

(1) Arti warna yang terkandung dalam Lambang Daerah :

a. Hijau Daun : 
Berati memberi kesan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta mencerminkan kemakmuran masyarakat Kota Bima.

b. Merah 
: 
Mencerminkan sifat dan filosofis kepemimpinan dana mbojo.

c. Putih 
: 
Melambangkan kesucian masyarakat Kota Bima yang mayoritas muslim, teguh serta taat dalam melaksanakan syariat agamanya.

d. Hitam
: 
Menggambarkan arti mampu menghimpun  tangguh dalam menyikapi tantangan dalam gerak penyelenggaraan pemerintahan serta kemantapan untuk meraih harapan.

e. Biru Tua 
: 
Kesetiaan yang berarti tetap menjunjung pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta tetap setia pada pemerintah republik Indonesia.
f. Kuning 
: 
Kejayaan, keberanian berjuang atas dasar kesucian sebagai lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Penggunaan warna dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

a. Hijau Daun 
: 
Dipergunakan pada dasar lambang (Perisai) dan Kelopak Kapas.

b. Kuning 
: 
Dipergunakan pada warna bulir  padi dan bitang.


c. Putih 
: 
Dipergunakan pada kubah mesjid dan bunga kapas.

d. Merah 
: 
Dipergunakan pada dasar nggusu waru, dasar tulisan Kota Bima dan garis pembatas lambang.


e. Biru Tua 
: 
Dipergunakan pada gambar Burung Garuda yang berpaling dua sisi.


f. Hitam
: 
Dipergunakan sebagai garis pembatas Lambang, Tulisann Kota Bima, dan Tulisan Maja Labo Dahu.

BAB IV
M O T T O

Pasal 5

(1) Motto Daerah Kota Bima adalah Maja Labo Dahu.
(2) Arti Moto Maja Labo Dahu adalah Orang beriman dan bertaqwa akan malu kepada Tuhan kepada manusia dan diri sendiri dan takut kepada Allah dan juga kepada manusia apabila tidak mematuhi perintah dan larangan agama dan larangan agama dan adapt yang baik.



BAB V

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6
Lambang Daerah dipergunakan pada :
a. Kantor-kantor di Pemerintah Daerah, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kantor-kantor dinas Instansi Lingkunp Pemerintah Daerah Kota Bima;
b. Rumah  Kediaman Resmi Walikota Bima;

c. Naskah Surat-surat Resmi yang dikeluarkan pemerintah Daerah Kota Bima;

d. Barang-barang milik Pemerintah Daerak Kota Bima (Mobil, Meubel, Cap/stempel);

e. Bedge perlengkapan pakaian dinas dilingkunagan Pemerintah Daerah Kota Bima. 

f. Ditempat –tempat Resmi dan pada pintu gerbang yang ada di Wilayah Kota Bima.

g. Ditempat-tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal  7
(1)
dalam hal Penempatan secara bersama-sama dengan lambang Negara dan atau lambang daerah provinsi nusa tenggara barat, maka lambang Negara / lambang daerah provinsi nusa tenggara barat ditempatkan secara berhadapan. 
(2) Lambang daerah harus ditempatkan pada tempat yang tidak menimbulkan kesan merendahkan derajat pemerintah daerah.

BAB VI

LARANGAN

PASAL 8

(1) dilarang menggunakan lambing daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

(2) Pada lambing daerah dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.

(3) Dilarang menggunakan  lambing daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun, serta penggunaan lambang daerah yang dapat merendahkan lambang daerah kota bima.
Pasal 9

        Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta, tidak boleh sama atau menyerupai lambang daerah kota bima.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

(1) barang siapa  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau sebanyak-banyaknya RP.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
(2) Tindakan pidana yang dimaksud dalam ayat 1(satu) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Pelanggran yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini adalah:

a. 
Bagi perorangan, perkumpulan pada organisasi atau perusahaan yang berkedudukan diwilayah daerah yang menggunakan lambang sendiri yang sama atau menyerupai lambang daerah.

b. 
Menggunakan lambang sebagai propaganda polotik,cap dagang,reklame dan perdagangan.
c. 
Membubuhi tanda-tanda,huruf,angka atau coretan lainnya pada lambang daerah.

BAB VIII

PENYELIDIKAN

Pasal 11

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas penyelenggaran yang dimaksud pada pasal 7 peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundand-undangan yang berlaku.
Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, sebagaimana dimaksud pada pasal  10 peraturan daerah ini berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dikegiatanya dan menerima tanda pengenal dari tersangka.

d. Melakukan penyitaan atau surat.

e. Mengambil sidik jari atau memotret seorang tersangka.

f. Mengambil orang untuk didengar dan diperisa sebagai tersangka atau saksi

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalan hubunganya dengan pemeriksaan perkara..

h.  Mengadakan penyidikan setelah mendapat petunjuk oleh penyidik umum bahawa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2). Penyidik pegawai negeri sipil wajib membuat berita acara terhadap setiap tindakan:

a.pemerisa tersangka.

b.pemeriksaan rumah.

c.penyitaan benda.

d.pemeriksaan surat.

e.pemeriksaan tempat kejadian.

(3). Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikirim kepada penyidik umu melalui POLRI.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Keputusan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah dinyatakan tidak berlaku.

(2) Penyesuaian penggunaan pemakaian Lambang Daerah dimaksud 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku. 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Disahkan di Raba -  Bima
Pada tanggal 1  Oktober 2003  

           WALIKOTA BIMA,

Diundangkan di Raba - Bima 
           M. NUR  A.  LATIF
Pada tanggal 1 Oktober  2003  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

                  H. Usman AK 
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2003  NOMOR   2
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

LAMBANG DAN MOTTO KOTA BIMA
I.  PENJELASAN UMUM

Bahwa keberadaan kota bima sebagai daerah otonom haruslah memiliki Lambang Daerah.dari lambang daerahlah suatu daerah data dikenal oleh masyrakat luas selain itu lambang daerah merupakan karakteriktik suatu daerah juga dari lambang daerah dapat diketahui pandangan dan harapan dari seluruh masyrakat dan pemerintah.
Mengingat arti pentingnya fungsi dan kegunaan suatu lambang dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masrakat maka lambang daerah diatur dalam peraturan daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

· Pasal 1 


: Cukup Jelas

· Pasal 2  ayat 1 s/d 3
: Cukup Jelas

· Pasal 3
: Cukup Jelas

· Pasal 4 
: Cukup Jelas

- Pasal 5 Ayat (1) 
: Cukup Jelas



Ayat (2) 
: Secara harafiah arti yang pertama Maja Labo Dahu “positif”dalam arti malu apabila tidak melakukan perintah agama dan adatnya.
Arti yang kedua “negatif “ dalam arti maja atau malu melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh agama dan adapt, karena kurang percaya diri atau merasa rendah diri. Jadi arti harafiah maja labo dahu ialah malu bila tidak melakukan semua perintah agama dan adat dan takut apabila melanggar perintah agama dan adat

· Pasal 6 : Cukup Jelas

· Pasal 7 : Cukup Jelas

· Pasal 8 : Cukup Jelas

· Pasal 9 : Cukup Jelas

· Pasal 10 : Cukup Jelas

· Pasal 11: Cukup Jelas

· Pasal 12: Cukup Jelas

· Pasal 13: Cukup Jelas

· Pasal 14 : Cukup Jelas

· Pasal 15 : Cukup Jelas
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